
Oleh : Dr. Beddu Amang 

W&1 Kepda BULOG 



Kebijaksanaan Narga, Pengadaan dan Distribusi 
Dalam Rangka Swasembada Pangan I) 

1, BendalkuEuan 

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk urutan ke lima tertinggi di 

dunia, yaitu sekitar 188,3 Juta jiwa pada tahun 1993, madah  prnenuhm pangan di 

Indonesia b u b  rnemp h d  yang mudah. &sis pmgm yang tedadi pada tahun 

1960-an memberji g a m b m  bahwa damp& yang di t imbulh dapat rnerebak hampir 

ke segda as@ kehidupan msyauakat di bidang sosid, eksnomi dan bahkapt plifik. 

Keadaan tersebut kembali muncul pada tahun 1972173 saat terjadi krisis pangan 

dalam negeri yang bersamm dengan krisis pmgm dunia sehingga darnphya  c u m  

berat bagi Indonesia. Berbagai nasalah pangan yang terjadi sejak lama, secara 

ahmulatif telah memberi motivasi bagi bangsa Indonesia untuk menmuskan kebi- 

Jaksmam pangan yang bempaya rnendorong produksi ddam negeri guna memenuhi 

kebutuhan pangmnya. 

Dibmdingkan dengan negara lain, situasi pangan di Indonesia c u h p  unik. Plat 
ini tidak saja karena kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, tetapi 

Juga adanya keragaman sosial, ekonomi dan potensi daerah. Dalam keragaman ini 

pola produksi pangan masyarakat secara potensial sebenarnya cukup besar. Akan 

tetapi, dari sisi konsumsi tampak bahwa pola pangan masyarakat yang sangat ber- 

tumpu pada beras sangat dominm. 

Kecenderungan di atas tidak terlepas dari orientasi kebijaksanaan pangan di 

masa lalu yang rnemberi perhatian besar terhadap pembangunan sektor perberasan. 

Pada situasi pangan yang defisit pilihan pengembangan sektor perberasan adalah 

pilihan yang tepat karena peranan beras dalam ekonomi cukup dominan. Propsrsi 

pengeluaran beras oleh masyarakat sangat tinggi, yaitu lebih dari 31 % pada tahun 

1960- an. Di samping itu, teknologi u~ahatani padi relatif sudah lebih maju dari 

komoditi pangan lain. Dari segi gizi, komoditi beras dianggap lebih superior dari 

komoditi pangan lain seperti jagung, sagu d m  ubi kayu, sehingga pemenuhan kebu- 

tuhan beras sekallgus dapat memperbaiki gizi masyarakat. 
- 
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Disamping itu, peningkatan produksi beras dalam negeri juga diperlukan dalam 

r a n g h  keamanan pangan nasional karena suplai pangan dari luar tidak sepenuhnya 

dapat diharapkan. Keadaan ini dipengaruhi oleh sifat pasar internasional yang ram- 

ping (thin market) yang hanya memperdagangkan sekitar 4% dari produksi beras 
dunia (& 12-14 juta ton). Hal terakhir ini berbeda dengan p a w  gmdum yang jumlaZn 

perdagangannya sangat besar (+ 190juta ton). 

Kesernua faktor di atas pada gilirannya menempatkan beras sebagai komoditi 

pangan yang sangat penting. Tni tercermin dari kebijaksanaan di bidang produksi, 

distnibusilpemasaran dan harga pangan lebih banyak ditekankan untuk komoditi 

beras. Upaya yang dilakukan memben hasil positif sehingga swasembada beras dapat 

dicapai sej& tathun 1984. Disamping itu penyediaan karbohidrat tercukupi dan sektor 

perbehasan juga marnpu mendorong pertumbuhan ekonomi d m  mengentaskan pendu- 

duk miskin yang selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT 1) tumn &jam 

dari 54,2 juta pada tahun 1976 menjadi 27,2 juta pada tahun 1990. 

Namun, keberhasilan di sektor perberasan telah melahirkan masalah generasi 

kedua seperti beban surplus yang tinggi d m  nilai tukar petani yang sulit dipemhan- 

kan. Ini mengindikasikan bahwa dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, 
perhatiaxl yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan petani sangat diperlukm, 

dan orientasi pengembangan pangan yang lebih beragam adalah sangat tepat dalam 

rangla memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di masa mendatang. 

Dalam rangka mencapai swasenlbada pangan, tulisan ini mencoba membahas 

peranan kebijaksanaan di bidang pengadaan, distribusilpemasaran dan harga dalam 

mencapai swasembada panganl beras. Kemudian, pembahasan berbagai konsep dan 

pengertian swasembada pangan j uga diaj ukan. Selanju tnya, strategi dan kebijaksa- 

naan yang mendorong swasembada pangan dibahas pada bagian berikutnya termasuk 

masalahlkendala dan peluang yang dihadapi. 

2 .  Kebijaksanaan dan Strategi Menuju Swasembada Beras 

Upaya menuju swasembada beras memerlukan perjalanan panjang sebelum 

berhasil dicapai perta~na kali pada tahun 1984. Kebijaksanaan yang ditempuh Peme- 

rintah untuk mencapai tujuan tersebut mencakup bidang produksi, pemasaranldistri- 

busi dan harga. Kebijaksanaan harga pada dasarnya rnemiliki dua kaki. Kaki pertama 

berada pada sisi produksi dan kaki kedua berada pada sisi pemasaranldistribusi. Ini 

karena harga n~erupakan faktor penting bagi produsen dalam pengambilan keputusan 

( u n t ~ k  meningkatkan) produksi. Harga juga mengarahkan distribusilpemasaran 

karena permintaan konsurnen dipengaruhi harga. 



Implementasi kebijaksanaan harga beras telah dilakukan Pemerintah sejak tahun 

1950-an. Akan tetapi, titik beratnya pada saat itu masih berorientasi pada konsumen 

untuk menyedikan pmgan (beras) yang murah dan terjangkau daya beli masyarakat. 

Baru kemudian, pada awal tahun 1970-an, kebijaksanaan harga yang berorientasi 

kepada produsen dan konsumen mulai dilakukan secara lebih komprehensif. 

Afiff dan Mears pada tahun 1969 mengemukakan lima dasar kebijaksanaan 

harga, yajitu: 

a. Harga Dasar yang cukup merangsang peningkatm produksi. 

b.Harga maksimum yang wajar dm tedangkau konsumen. 

c. Margin antara harga dasar dan harga maksimum yang cukup untuk pengelolaan 

persdiaan antarmusim dm merangsang perdagmgm. 

d. Perbedm harga antar daerah yang cukup untuk biaya trmsportasi. 

e. Stok yang minimal dan dapat menekan dampak perubahan harga dunia di pasar 

domestik. 

Untuk menetapkan suatu kebijaksanaan harga yang seMigus marnpu memenuhi 

berbagai kriteria dl atas adalah sulit karena banyaknya faktor-faktor yang mern- 

pengaruhi suatu kebijaksanaan, dan dampaknya juga cukup luas. Di samping itu, ada 

potensi konflik yang dapat ditimbulkan dari suatu kebijaksanaan harga terhadap 

berbagai tujuan yang ingin dicapai. Meskipun demikian, dengan kondisi objektif 

ymg dihadapi, maka proses kebijaksanam harga yang dilakukan Pemerintah selama 

ini telah. menernukan bentuknya yang tidak saja membefi manfaat bagi petani produ- 

sen dan konsumen, tetapi juga telah mendorong industri perberasan Indonesia seba- 

gai sumber pertumbuhan penting dalam pembmgunan. 

Kebijaksanaan harga yang sehat pada dasarnya harus marnpu rnengarahkan 

alokasi sumber daya secara optimal. Oleh karena itu dalam kebijaksanaan harga 

harus memperhatikan tiga pertimbangan penting yaitu tetap memperhatikan perim- 

bangan harga input dengan harga output, memperhatikan perimbangan harga sesama 

groduk hasil pertanian yang dapat dihasilkan dari lahan yang sama, serta tetap 

memperhatikan perimbangan antara harga domestik dan harga internasional. Dengan 

demikian kebijaksanaan penetapan harga yang sehat harus mampu rnemecahkan 

masalah struktural yang dihadapi pertanian, khususnya terhadap fluktuasi musiman 

yang tajam, tetapi tetap memperhatikan daya saing dengan pasaran internasional. 

Kebijaksanaan harga yang dilakukan Pemerintah dirumuskan dalam penetapan 

harga dasar bagi produsen dan penetapan harga batas tertinggi bagi konsumen. 

Melaiui dua konsep harga di atas, maka stabilisasi yang diupayakan Pemerintah 

adalah menjaga gerakan harga beras agar selaiu berada pada dua harga batas terse- 

but. Ini berarti, gerakan harga dapat dimungkinkan berfluktuasi sesuai dengan sifat 

alarni komoditi pangan. Mekanisme pengendalian harga tersebut pada gilirannya 



sangat mempengaruhi pola pengadaan dan distribusi/pemasaran beras. Oleh sebab 

itu , maka sistem harga, pengadaan dan distribusilpemasaran pangan adalah sangat 

terkait dan saling mempengaruhi. Perubahan daiam salah satu subsistem tersebut 

dapat mempengaruhi subsistem lknnya secara timbal-balik. - 

Implementasi kebij aan harga yang d i l a k u h  Pemerintah memili& orientasi 

dan prioritas yang berbeda antarwaktu. Pada tahun 1970-an, saat produksi rnasih 

defisit berbagai upaya mendorong produksi beras dilakukan antara lain melalui 

perbaikan usahatani, pembangunan irigasi, penyuluhan dan pemasaran. Di bidang 

harga, kebijaksanaan yang ditempuh adalah dengan menetapkan harga dasar yang 

cukup tinggi untuk merangsang petani meningkatkan produksi. Namun, di sisi lain, 

daya beli masyarakat yang masih rendah juga diberi perhatian penting oleh Pemerin- 

tah dengan menjaga hzga  konsumen pada tlngkat yang relatik rendah. Harga batas 

tertinggi dijaga s e e m  ketat, darn ini sekdigus juga dimaksudkan untuk mengendali- 

kan kflasi. 

Untuk mendukung kebijaksanaan di atas, dilakukan pengadaan beras o k h  

BULOG untuk mencegah agar harga tidak jatuh di bawah harga dasar. Jumlah beras 

yang dibeli pada dasarnya tidak dibatasi dan tergantung harga pasar. Pernerintah 

wajib membeli dalarn jumlah berapapun selama harga dasar terancarn. Tetapi, bila 

harga berada di atas harga dasar, petani bebas menjual gabah/beras ke mana saja. 

Meskipun demiGan, jumlah pengadm tidak pernah melebihi 10% dari produksi. 

Wasil pengadaan dari daerah surplus sebagian disalurkan secara periodik ke 

daerah defisit untuk memenuhi penyaluran kepada golongan anggaran dan operasi 

pasar. Apabila jumlah pengadaan tidak mencukupi kebutuhan penyaluran dan stok 

minimal yang arnan, maka kekurangannya dipenuhi dari impor. Melalui mekanisme 

in,, rnaka harga beras di tingkat konsumen dapat dikendalikan pada tingkat yang 

cukup stabil, baik dl daerah surplus maupun di daerah defisit. 

Mekanlsme pengendalian harga dl atas sekaligus mampu secara bersamaan 

melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Narnun, dana yang digerlukan 

untuk tujuan tersebut cukup besar. Pada tahun 1970-an ha1 tersebut masih dapat 

diatasi karena penerimaan pendapatan dari minyak bumi masih sangat besar. Namun 

keadaan ini tidak terjadi lagi pada tahun 1980-an dan dengan semakin terbatasnya 

dana Pemerintah, maka orientasi kebijaksmaan harga mulai mengalami pergeseran. 

Pada tahun 1980-an, perlindungan kepada produsen masih mendapat prioritas 

penting untuk menjaga agar nilai tukar petmi tidak merosot dan mendorong kenaikan 

produksi beras. Namun subsidi semakin dikurangi, seperti tercermin dari harga 

pupuk yang terus dinaikkan. Sementara itu, harga di tingkat konsumen juga diper- 

longgar, perbedaan harga antar tempat diperbesar dan peraturan izin perdagangan 

antar pulau dicabut. Keadaan ini merangsang perdagangan beras antartempat/waktu 



serta menekan menumpuknya stok dan biaya penyimpanan beras pada Pemerintah. 

Akan tetapi dengan semakin meningkatnya produksi beras, keseimbangm pengadaan 

(untuk menjaga harga dasar) dan operasi pasar (untuk menjaga harga batas tertinggi) 

menjadi timpang terutama saat produksi beras meningkat jauh di atas kebutuhan. 

Kenaikan produksi beras yang besar rnendorong jumlah pengadaan meningkat. 

Tetapi, operasi pasar rnenjadi sangat terbatas. Akibatnya, stok beras menumpuk, 

perpluman beras lambat sehingga halitas menurun dan biaya simpan inenjadi besar. t 

Puncak dari keadaan tersebut adalah meningkatnya pengadaan tahun 1984185 

yang rnencapai 2,4 juta ton dm tahun be~kutnya 1985/86 bedumlah 2 juta. Sernenta- 

ra operasi pasar hanya 69 ribu ton pada tahun 1984185 dan 277 ribu ton pada 

1985186. AEbatnya, stok beras yang d i k u a ~  P e m e ~ ~  meneapai lebih dari 3 juta 

ton pada September 1984 dm 1985. Gejala yang m i ~ p  juga tedadi pada ~ u n  1989 

d m  1992 s a t  pengadm juga tinggi, yaituh 2,s juta ton, d m  stok beras juga sangat 

besar di atas 3 juta ton. Jumlah stok yang tinggi ini memberi masalah baru bagi 

Pemerintah afibat biaya penyimpanan yang tinggi, penurunan kuatitas yang besar 

dan terbatasnya gudang untuk menampung pengadaan pada panen beshtnya. 
Upaya mengatasi rnembengkaknya stok yang dikuasai Pemerintah, dilakukan 

dengan berbagai cara. Tetapi ha1 tersebut menghadapi kendala yang cukup sulit. 

Penjualan stok beras ke 1uar negeri dihadapkan pada harga dan kualitas yang tidak 

kompetitif. Pada akhir- akhir ini situasi tersebut semakin sulit setelah Vietnam 

rnuncul menjadi salah-satu eksporter beras utama mulai pada tahun 1989. Selanjut- 

nya, peminjaman beras ke negara lain juga tidak mudah dan proses negosiasinya 

memer luh  waktu, sehingga potensi penurunan kualitas juga cukup besar. Sernenta- 

ra itu, penjualan beras di dalam negeri dengan harga murah tidak mungkin dil&kan 

karena hal ini akan semaEn menekan harga dalam negeri karena persediaan yang 

melimpah. Selanjutnya, apabila disimpan, biayanya tinggi dm kualitasnya menurun. 

Pada tahun 1986, untuk mengatasi surplus yang besax dari prduksi beras tahun 

sebelumnya, Pemerintah melakukan kebijaksanaan disinsentif terhadap produksl 

beras. Karga dasar s a t  itu tidak dinaikkan, sedangkan harga pupuk dinaikkan 20%. 

Persyaratan kualitas beras untuk pengadaan diperketat agar beras yang disimpan 

lebih tahan lama. Hasilnya cukup positif terhadap penurunan tingkat stok yang 

menjadi hanya 2,25 juta ton pada September 1986. Sementara itu, kenaikan produksi 

beras juga tidak terlalu tinggi, yaltu 1,8% atau lebih rendah dari laju pertumbuhan 

penduduk sebesar 2,3 % . 
Upaya tersebut kembali terganggu saat terjadi kemarau panjang tahun 1987. 

Produksi beras pada tahun 1987 han ya naik 0,9 % , atau lebih rendah dari Iaju per- 

tumbuhan penduduk. Dengan kenaikan produksi yang relatif rendah tersebut maka 

jumlah pengadaan dalam negeri yang dapat dihirnpun dalarn rangka mempertahankan 



harga dasar relatif kecil, yaitu hanya 1,14 juta ton, dan pengadaan tersebut hanya 

berlmgsung pada waktu yang singkat. Disamping itu dengan kenaikan produksi yang 

kecil menyebabkan pasar beras dalarn negeri saat itu berada pada situasi defisit. 

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, terutama pada masa tidak panen/paceklik seba- 

gian kekurangan suglai beras di pasar dipenuhi dari stok beras BUEOG. Namun, 

karena BULBG juga teriht komitrnen untuk menyediabn kebutuhara rutin golongan 

maka jumlh yang tersedia untuk opemsi pasah terbatas. Keputusan ymg 

membolehkkan Eta  rnengimpor beras lagi pada saat itu agak lambat diputuskan. 

A~batnya,  tedadi k e n i h  hwga ymg c u h p  tinggi, yaitu t 20%. Hal yang mirip 

juga tePJiadi pada tahun 1991, s a t  produksi beras juga terkena damp& kern-. 

GejaIa ymg tedadi di atas menggambwh bahwa baik pada tahun-Mun yang 

ken~kan  produksi beras sangat besar di atas kebutuhm atau pada ~ u n - t a h u n  yang 

kenaikan produksi berasnya rendah dan jauh di bawah kebutuhan, terlihat bahwa 

masalah yang bergtan dengan stabilisasi harga tetap muncul. Pengalaman menun- 

jukkan bahwa penyelesaian masalah tersebut rnemerlukan dana yang cukup besar 

untuk penanggulangannya. Di samping itu setelah swasernbada tercapai, adanya 

suaplus beras yang besar, telah mendorong nilai tukar petani sulit dipertahankan, 

Persodm ini pada gilimnya memunculkan pertanyan mengenai untuk siapa sebe- 

n m y a  swasernbada tersebut diperlukm. 

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara besar dan yang terdiri dad 

ribuan pulau rnemberi isyarat bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi 

dalam negeri tidak dapat diabaikan. Namun, kenyataan bahwa swasernbada juga 
memunculkan masalah baru juga perlu diperhatikan. Sehubungan dengan ha1 terse- 

but, maka dalarn upaya menca6ai swasernbada pangan di luar beras, pengertian 

mengenai konsep swasernbada pangan perlu dirumuskan seeara pas sesuai kondisi 

objektif Indonesia. 

3. Perkembangan Pengerlian Swasembada 
Sejalan dengan berkembangnya ekonomi, peranan sektor pertanian cenderung 

berkurang. Namun peranan sektor pertanian masih eukup penting daIam rangka 

mempertahankan keseimbangan pertumbuhan antarsektor, keseimbangan penyerapan 

tenaga ke j a ,  pelestarian lingkungan, dan peningkatan aktivitas ekonomi pedesaan. 

Bahkan dalarn pernbangunm jangka panjang tahap kedua (PJPT II), sektor pertanim 

diharapkan mampu mengatasi masalah kerniskinan, baik dalam arti mengurangi 

jumlah penduduk miskin maupun meneegah terjadinya proses pemiskinan. Sernenma 

itu, peranan tradisionalnya sebagai penyedia bahan pangan dan menjaga keamanan 

pangan nasional masih tetap diharapkan. 





Tabel 1 : Perkerabangan Ekspor dan Impor Beras 

1984 - 1992 (ribu ton) 
............................................ 
Tahun Ekspor Impor Selisih 

Total 1554,3 1264 ,4  291,9 

............................................ 
Sumber : BULOG 

Catatan: 1) termasuk rencana 

Dengan menggunakan prinsip ini, rnaka 'sebenamya sejak swasembada beras 

tercapai pada tahun 1984 sampai sekarang, status swasembada beras masih tetap 

dagat dipertahmkan. Sejak tahun 1984 sampai 1993, jumlah ekspor beras meneap~ 

1.554,3 ribu ton (terrnasuk rencana sebesar 530 rlbu ton pada tahun 19931, sedang 

impornya adalah 1.264,4 ribu ton. Akan tetapi, apabila konsep ini dipakai untuk 

periode yang berbeda, rnisalnya hanya sampai tahun 1992, rnaka tampak jumlah 

impor beras berada di atas ekspor. + 

Berpljak pada kondisi di atas, rnaka konsep swasembada pada garis trend juga 

memiliki kelernahan dalam Jangkauan periode yang belurn ditetapkan secara pasti. 

Apakah p e ~ o d e  tersebut 5 tahun, 10 tahun atau lainnya. Penetapan penode ini pen- 

ting sebagai dasar evaluasi mengenai seberapa jauh perkembangan swasembada yang 

telah dieapai. Tetapi, apabila periode tersebut ditetapkan secara pasti, maka konsepsi 

swasembada pada garis trend secara kaku Juga memiliki kelemahan seperti pada 

konsep swasernbada absolut, hanya periodenya yang berbeda (lebih lama tidak 

tahunan) . 



Konsepsi lain mengenai swasembada addah ... kemampum ekonomi - sy-@u lggara --- 

untuk melakukan impor bahan pangan dari penerimaan ekspornya. Kernampuan .--_ ___- ---- - - -  _ - 
irnpor ini d iuh r  dari keseluruhm penefimaan ekspor suatu negara dibanding penge- 

luaran impor. Konsep ini sebenarnya sudah dikenal dan d i t e ~ m a  seeara h a s  oleh 

para ekonom. Keunggulannya adalah konsep tersebut bersifat luwes dan dinamis 

yang didasarkan pada kemampuan ekonomi, disamping batasan kiiteria tersebut 

dapat diperluas atau dipersempit. Artinya sebagai negara agraris Indonesia dapat 

saja membatasi eakupannya pada sektor pertanian, pertanian yang rnenghasilkan 

bahm pangan atau p m i m  tanaman pangan saja yang dianggap sesuai. 

Tabel 2: Neraca Perdagangan Tananran Pangan, 
1987 - 1990 (DaPam OOQ US $1 ........................................................ 

Tahun Nilai Ekspor Nilai Impor S e l i s i h  ........................................................ 
1987 135,802 176.776 - 40.974 
1988 185.643 472.028 -286,385 
1989 173 -564 582.023 -408.459 
1990 216.473 524.649 -308.176 ........................................................ 
Jumlah 710.722 1.755.436 -1.039.944 
Rata-rata 177.680 438.859 -260,998 

Sumber: Dep. Pertanian (~tatistik Pertanian 1991). 

Apabila kita gunakan konsep neraea perdagangan hasil pertanian tanaman 

pangan sebagai ukuran, maka terlihat bahwa selama empat tahun terakhir dari 1987 

sampai dengan 1990 k t a  telah menjadi negara defisit pangan, seperti terlihat pada 

Bbel2.  Dilihat dari fakta di atas mernang jika Indonesia hanya mengandalkan pada 

kemampuan subsektor tanaman pangan untuk membiayai penyediaan pangan jelas 

sem&n ~ d a k  mampu. Akm tetaipi apabila diliihat d x i  sektor pertanim secara 

keseluruhan (tanaman pangan, perkebunan, peteernakan dan pe~kanan) bmpak bahwa 

total nil& ekspor Indonesia sejak tahun 1987 sarnpai 1990 lebih besar dari imprnya. 

Nilai ekspor tersebut pada tahun 1990 mencapai sekitar 'US $ 3,3 mllyar sedang 

irnpornya adalah US $ 0,7 milyar sehingga net perdagangannya positip. Oleh karena 

itu dalam rnellhat kemampuan ekspor-impor tersebut harus dalarn kerangka sektor 

pertanian secara keseluruhan. Di sini baru terlihat kedudukan Indonesia sebagai 

negara agraris dirnana sektor pertanian mampu memenuhi kebutuhan pangan nasio- 

nalnya yang bersumber baik dari produksi dalam negeri maupun impor. 
Melihat berbagal fakta empiris dan konsekuensi dari berbagai konsep swasem- . 

bada nampaknya kita hams melihat arahan program Kabinet Bernbangunan VI untuk 

menuju swasembada pangan harus kita artikan secara eermat. Yaitu bahwa upaya 














